GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN

Menimbang : a.

Mengingat

—

DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka ada pembagian tugas yang
jelas mengenai fungsi pengawasan kemetrologian yang dilakukan oleh
Unit Kerja dan Fungsi Pelayanan Kemetrologian yang dilakukan oleh
Unit Pelaksana Teknis;

bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka terhadap uraian tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan perlu
diadakan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1814);

Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);



Menetapkan

~
0.

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Terdiuran wiainsh Terlagaigan T Yonie SUNLIUHIR RS TUNAN
tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14
Seri D).

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a.

penyusunan petunjuk teknis dukungan pengembangan kegiatan
usaha di bidang perdagangan dalam negeri;

. penyiapan  pemberian bimbingan teknis pembinaan dan

pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan,
pengadaan, penyaluran, perlindungan konsumen dan persaingan
usaha sehat, jasa dan sarana perdagangan serta penyelenggaraan
pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;

penyiapan bahan pembinaan dan perizinan di bidang perdagangan
dalam negeri;

. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama instansi

dan dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam neger;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di
bidang perdagangan dalam negeri;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

(1

Pasal 15

Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dalam rangka pengembangan sarana dan jasa perdagangan dalam

negeri.



(2) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas menyiapkan dan

menyediakan dukungan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan pengadaan dan penyaluran, analisis iklim usaha,
pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia
usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

(3) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan dan

mendukung pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan
konsumen dan persaingan usaha yang sehat, melakukan pemantauan,
evaluasi dan koordinasi terhadap penerapan pelaksanaan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang sehat,
pelaksanaan pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus
(BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SSl) serta penyuluhan
kemetrologian.

Pasal |l

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Nopember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

19 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

YUSRI EFFENDI

Chapeindag 2010

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 18 SERID



